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PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KARANGGENENG
DESA KALIGERMAN

KECAMATAN KARANGGENENG
PEMERINTAH DESA KALIGERMAN

PERATURAN DESA KALIGERMAN KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2012

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ...
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KALIGERMAN

Menimbang :  bahwa uniuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah
Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 fentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati
Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pangelolaan
Kevangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Kaligerman Tahun Anggaran 2012 dengan
Peraturan Desa.

Mengingat * 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
mﬂr 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

)

2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerntash Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
La%bahanmﬂm!iepuhﬂk Indonesia Tahun 2004 Nomor

)i

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tfentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tamaahan Lembaran Negara
Republik Indonasia Nomor 5234);

4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenntahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;



Memperhatikan

10.

11.

12,

13,

14.

18.

16.

17,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamaongan Nomor & Tahun 2006
tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daersh Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor § Tahun 2006
tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pamerintahan
Desa {Lembaran Daerah Kabupaten Lamangan Tahun 2006 Nomor
67E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006
tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006
tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan MNomor 16 Tahun 2011
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);

Peraturan Bupali Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33),

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);

Peraturan Desa Kallgerman Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Berita Acara BPD tentang Persefujuan Rancangan Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DESA  KALIGERMAN TENTANG  ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALIGERMAN TAHUN ANGGARAN
2012.

Pasal 1

Jumiah Anggaran Pendapatan dan Bslanja Desa Kaligerman Tahun
Anggaran 2012 sejumiah Rp. 915.300.000 (Sembilan Ratus Lima Belas
Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)



Pasal 2

Jumiah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut
dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Rp. 915.300.000
b. Belanja
1) Langsung Rp.734.150.000
2) Tidak Langsung Rp. 181.150.000
¢. Pembiayaan
1) Penerimaan Rp. §15.300.000
2) Pengeluaran Rp. 915.300.000
Pasal 3

Uraian dan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa sera kegigtan-
kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan,

Pasal 4
Penjabaran mengena teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebit
lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5
Peraturan Desa ini mulai beriaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kaligarman
Pada tanggal 12 Januan 2012




PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

KECAMATAN KARANGGENENG
DESA KALIGERMAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)

DESA KALIGERMAN KECAMATAN KARANGGENENG

KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIGERMAN KECAMATAN

KARANGGENENG
NOMOR ; 188/01/413.313.06.1/2012

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA KALIGERMAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALIGERMAN

TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIGERMAN,

Menimbang . bshwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah
Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati
Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tantang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa, maka dipandang periu menetapkan Persetujuan atas
Peraturan Desa Kaligerman tentang Anggaran Pendapatan dan Balanja
Desa Kaligerman Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Badan
Permusyawaratan Desa.

Mengingat I,

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republix Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844),

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 fentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Repubfik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran MNegara Repubiik indonesia Tahun 2005 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonasia 4587);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Psngawasan Penyslenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593).



Mamperhatikan

Meanetapkan

10.

n.

12

13

14,

15,

16.

17,

2

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 fentang
Padoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006
tentang Alokas! Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubsh dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomar 1/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006
tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan
Desa {Lembaran Daerah Kabupaten Lamorgan Tahun 2006 Nomor
6IE);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006
tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006
tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamangan Tahun 2006 Nomor 11/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor  Tahun 2011
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2011 Nomor  / );

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daarah Kabupaten
Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daersh Kabupaten
Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33):

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);

Peraturan Desa Kaligerman Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Kaligerman membahas
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Kaligarman tahun anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALIGERMAN TAHUN ANGGARAN
2012



Pasal 1
Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Kaligerman Tahun Anggaran 2012,

Pasal 2
Jumiah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uralan dari
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan

sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana ferdampir dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan dif Kaligerman
Pada tanggal 12 Januari 2012

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIGERMAN




PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KARANGGENENG
DESA KALIGERMAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KALIGERMAN KECAMATAN KARANGGENENG
KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA PERSETUJUAN PERATURAN DESA KALIGERMAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALIGERMAN KEC. KARANGGENENG
TAHUN ANGGARAN 2012
Nomor : 027 /01 /413.313.06.1 /2012

Pada han ini Kamis, tanggal 12, bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Belas,
bertempat di Balai Desa Kaligerman Kecamatan karanggeneng. Menindaklanjuti usulan
Kepala Desa Kaligerman perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Kaligerman Tahun Anggaran 2012, Badan Permusyawaratan Desa Kaligerman
mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalei pembahasan bersama Kepala Desa dan meperhatikan usul dan
saran dar masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Kaligerman menyatakan
menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kaligerman
Tahun Anggaran 2012.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Kaligerman Tahun Anggaran 2012 im dibuat sebagai pedoman pelaksanaan
selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Kaligerman
Tanda Tangan:
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Lampiran Peraturan Data Kaligerman Kac Karangganeng

Kab. Lamongan

Nomor O Tahun 2012

Tanpge! 12-01-2012

Tantang : Anggaran Pendapstan dan Belania

Desa Kaligerman
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA KALIGERMAN KECAMATAN KARANGGENENG
TAHUN ANGOGARAN 2012
KODE TAHUN TAHUN
REKENING URAIAN SEBELUMNYA | BERJALAN KET.
1 2 ! ! [
1 [PENDAPATAN
Hlm“ Desa
1.1.1 Hasil Usaha Desa 1.500.000 3.500.000
1.1.1.1 imﬂrllﬂl
1192 !l‘“ Usaha Koperas Dess
1113 ]l‘ﬂ Usaha PKK
1114 lost . i
1.1.2 Hazdl Desa
1121 Tanah Kas Desa 12,000,000/ 13.000.000|
11219 Sewa Bengkok Kades 30850000] 38850000}
11212 |Sews Benghkok Perangkut Dess 42300000 43500000
11213 Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS 16.300.000 16.500.000
11214 Sewa Tansh Desa Inintya
1.1.22 Pasar Desn 4.500.000] 4.500.000
1123  |Pasar Hewan
1124 | Permpebrangan Pernhu milk Desa 1,800,000 1.750.000
1.128 Sewn Bangunan milk Dess
1128 Tempat Paislangan lkan millk Desa
1427 itk Cusal Parkir 3.500.000| 3.500.000|
1.1.28 pohon mangga 19.500.000 ﬁim.m'
113 |Hasl Sweadaya dan Partiipasi
1.1.3.1 Swadays penungang ADD dan Bansun 3.000.000 3.000.000]
1132 Swadeya perunjang Jnlan Poros, Jembaten dan Plengeengan 5.500.000| mmol
1133 Swadayn Bulai Desa 5.000.
1134 Swadaya Sawsh Tambak 5.000.000] 5.000.
114 Hasli Gotong Royong
1.1.4.1 {Gotong royong dinlal dengan uang 17.500.000 20.000.000
114.2  SF
1.1.8 Lain-inin Pendspetan Asli Desa yang sah
1,151 Leges surat menyurat 1.000000  1.500.000
1.152 Leges jusl bell Tanah :.mmnl 1.500.000
1163 Leges NTCR mml 500.000
1.1.54 Puniggutin ussha batu bata/ genteng
1188 Sewn Hiandiraloor 1.000.000
1158 I'ii‘-w
1.2|Bagi Hasil Pajak :
121 Hasil Kabupaten
1221 Intermif PBE 1000.000 1200 000
1222  low..
_ 13 Hasidl Ratrabousi

134 Retribursi tempat wisats
132 dena




] 3 4
1.4|Bagien Dana Parimbangan Keuangan
Pusat dan Daerah
141 ADD 41.500.000 41.500.000
142 BANSUN £.500.000} 5.500,000
14.3 Dst...
15 Bantuan Keuangan Pemerintah Propins,
Kabupater/Kota, dan desa takya
1.5.1 Bantusn Pemeriviah
1.5.14 BKD 323.000.000
1512 PPN Mendiri Perdessan 107.310.600 200.000.000
152 Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi
1821 Pembangunan Pasar Desa (BKD)
1523 Pembangunan KantorBatai Desa (BKD) 50.000.000
4153 Bantuan Keusngsn Pemerintah
Kabupaten/Hoin
1331 TRPAPD Kades 7.800.000 7.800.000
o TPAPD Perangkat Desa 43.200000] 43200000
1533 TPBFD 2.000.000| 2.000.000
1334 Bantuan Pembangunen Kantor/Bsisi Desa
1535 Bantusn Puma Bhakl Peranghst Desa lainnys
15386 Kompensasi Sekdes non PNS
15ar Asuransi Kepals Desa 1.000.000 1.000.000
1538 Bantuan Program E-KTP 1.000.000
1339 Dst. ..
154 Bantunn Keusngan Desa ksinmya
1.54.1 Tunjangan kinerja Sekdes PNG
154.2 Dot i s
1.5 |Hitash
18.1 Hibah dari pemarintah
181.1
11512 Dat......
1.6.2 Hibah darl pomerinish propinsi
1621
1622 Det.............
183 Hibah dari pemerintah KabupatenMota
1821 Pembangunan Jaian Poros, Jembatan, Plangesngan 50.000.000
18632 Dk i iinin
184 Hibah dari badan/organisasi/swasta
1641
158 Hikish dari kelompok masyarakat perorangan
1.6.5.1
1.'#&-1*-1-1 Pihal Ketiga
1 Surmiangsn untuk Pengslan Perangeat Desa
|[JUMLAH PENDAPATAN
[1.141.2¢1 301 441 5418417) WPV R
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1.1.1
21.1

2.1.1.3

1.142.1.2421.3)

500000]

2.1.14

111

2118

E
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1 2 4

22.1.3 Belanja Pegawai/penghasitan Perangkat Desa Lainnya
22131 Hesil Sews Bengkok Perangkat Desa Lainmys 42300000 43500000,
22132 TPAPD Perangkat Desa Lainnys 36900000 36900000|
2214 Belanja pegawailpenghasian tetap BPD
2214.1 {Uang Sidang BFD 1000000 1000000
22142 TPBPD 2000000 2000000
222 Belanja Hibah
2221
223 Belanja Bantuan Sosial
22.3.1 |Kegiata PHENPHBI 1000000 1000000
2232 Keginten Bersh Desa 1000000 1nm|
2233 Perlombean Desa 780000 1mouml
2234 |Pembinaan Perangiat Desa 1000000 ttmmj
2235 Pambinasn Linmas 750000 1m|
2235 b
224 Butanis Barrtuan Keusngan
2.24.1 Operasional Pemerintahan Desa 3250000 3250000|
2242 Operasional LPM 32500001 3250000
22423 Operasional PKK 3000000 3000000}
2244 Operasional Karang taruna 1000000 1000000
2245 PJOK/PJAK 800000 800000
2248 Operasional Posyandu 500000 500000}
224.7 Operasional RTRW $00000 900000
2248 |Operasiona Linmas 500000 500000
2249 Operasional Koptan/HIPPA 500000 500000
2.24.10 Det.............
225 Belonja tak terduga
2251 Keadaan Dansret 10887000} 15450000|
2252 Bencana Alam 1000000 1000000

JUMLAH BIAYA (2.1+2.2) 469137000 | F15300000|

3.1|Penerimaan Pembiayaan

3.4.1 Sisa Lebih Perhiiungen Anggaran (SILPA)

Tahun ssbehumnys
312 Hasil penjuatan kukayasn desa yang dipisahkan
3.13 Panerimaan Pinjaman

32| Pengeluaran Pembiayaan

3:2.1 Pembentuksn Dana Cadangan
322 Penyeriaan Modal Desa
323 Pembayaran Hutang

JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)
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